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[bookmark: _Toc201057288][bookmark: _Toc210996848]A. Analisis Yuridis
Secara umum, analisis yuridis merupakan suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk memeriksa dan menilai suatu peristiwa hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan dengan menggali berbagai ketentuan perundang-undangan serta teori-teori hukum untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai suatu peristiwa atau masalah hukum. Dalam hal ini, pendekatan yuridis akan membantu menginterpretasikan dan memahami norma hukum yang relevan dengan konteks permasalahan hukum yang ada.
Menurut Soedjono Soekanto, analisis yuridis adalah proses penelitian yang dilakukan untuk menilai kesesuaian tindakan atau peristiwa dengan norma hukum yang berlaku, serta untuk memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.[footnoteRef:1] Dengan kata lain, dalam analisis yuridis, peneliti hukum akan mencocokkan fakta atau peristiwa yang terjadi dengan ketentuan hukum yang ada untuk melihat apakah perbuatan tersebut melanggar hukum dan apa akibat hukumnya. [1:  Mertokusumo, Sudikno. Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), Hlm 82.] 



Analisis yuridis berfokus pada penelaahan yang mendalam terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku untuk menentukan apakah suatu tindakan atau peristiwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau
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tindak pidana. Melalui proses analisis ini, seorang praktisi hukum atau peneliti hukum akan mengkaji sejauh mana hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terlibat, serta bagaimana hukum memberikan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap tindakan yang dilakukan.
Analisis yuridis adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi dengan merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku, baik berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun teori hukum yang ada. Analisis ini dilakukan untuk memahami dan menilai sejauh mana hukum berlaku dalam mengatur suatu situasi tertentu dan bagaimana hukum memandang serta memberikan penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau badan hukum.[footnoteRef:2] [2:  Soekanto, Soedjono, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta :  Rajawali Press, 2007), Hlm 57.] 


[bookmark: _Toc201057289][bookmark: _Toc210996849]B. Pertanggungjawaban Pidana
[bookmark: _Toc201057290][bookmark: _Toc210996850]1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana adalah proses hukum yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya di hadapan hukum. Dalam hal ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui penuntutan maupun penghukuman.

Memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (actus reus) dan kesalahan (mens rea). Konsep ini mengedepankan bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila perbuatannya bersifat melawan hukum dan ada niat atau kelalaian yang menjadi dasar dari perbuatannya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan, tetapi juga niat dan kesalahan yang menyertainya.
Menurut Soedjono Soekanto pertanggungjawaban pidana adalah "suatu keadaan dimana seseorang harus bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya yang melanggar hukum, yang dapat mengakibatkan sanksi berupa pidana." Dalam pengertian ini, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak hanya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman, tetapi juga harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana tersebut.
Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan keadilan dan memberikan efek jera, baik bagi pelaku tindak pidana maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melibatkan pelaku tindak pidana, tetapi juga aspek hukum yang mengatur bagaimana tindak pidana tersebut harus diproses dan dihukum.
[bookmark: _Toc210996851][bookmark: _Toc201057291]2. Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Pidana
Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman dasar yang digunakan dalam sistem hukum pidana untuk menentukan kapan dan bagaimana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana bekerja secara adil, proporsional, dan sesuai dengan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat beberapa prinsip yang mendasari pertanggungjawaban pidana. Beberapa prinsip tersebut antara lain:[footnoteRef:3] [3:  Mulyadi, Y. Hukum Pidana Konsep, Prinsip dan Teori. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Hlm 78.] 

Prinsip Legalitas, prinsip legalitas adalah prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum jika perbuatan yang dilakukannya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya. Prinsip ini tercermin dalam asas nullum crimen sine lege (tidak ada kejahatan tanpa hukum) dan nulla poena sine lege (tidak ada hukuman tanpa hukum).
Prinsip Personalitas, menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, artinya seseorang hanya dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman hanya dikenakan kepada individu yang secara langsung melakukan tindak pidana, bukan kepada orang lain yang tidak terlibat dalam perbuatan tersebut.
Prinsip Kesesuaian, Prinsip kesesuaian atau proporsionalitas menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Hukuman tidak boleh berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak lebih berat dari yang seharusnya dan tidak merugikan hak-hak individu secara berlebihan.
1. Prinsip Kesalahan (Rechtsfehler), Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya apabila terdapat unsur kesalahan, baik yang berupa niat (dolus) atau kelalaian (culpa). Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum apabila perbuatannya tidak disertai dengan unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[footnoteRef:4] [4:  Soekanto, Soedjono, Asas Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rajawali Press, 2007), Hlm 34.] 

2. Prinsip Pembuktian, prinsip yang mengharuskan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Ini dikenal dengan istilah praduga tak bersalah atau presumption of innocence, yang berarti bahwa beban pembuktian terletak pada pihak penuntut, bukan pada terdakwa. Pihak penuntut harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan memastikan bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa bukti yang cukup dan sah.
3. Prinsip Kejahatan dan Hukuman yang Seimbang, prinsip ini menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman harus proporsional dan tidak berlebihan.

4. Prinsip Non Retroaktif, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tindak pidana dan hukuman tidak berlaku surut (retroaktif), kecuali jika peraturan tersebut memberikan keringanan atau manfaat bagi terdakwa. Artinya, seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku pada saat ia melakukan tindak pidana, dan tidak berdasarkan undang-undang yang ditetapkan setelah perbuatan dilakukan.
5. Prinsip Individualisme Hukuman, menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, seperti usia, status sosial, kondisi mental, dan alasan di balik tindakannya. Dalam hal anak-anak, misalnya, sistem peradilan pidana anak akan memberikan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.
6. Prinsip Humanitas, mengharuskan bahwa setiap tindakan peradilan pidana harus mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia, meskipun pelaku melakukan tindak pidana yang berat. Ini berarti bahwa meskipun pelaku melakukan kejahatan serius, perlakuan terhadapnya harus tetap menghormati hak-hak dasar, seperti larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak melanggar hak individu yang telah dilindungi.

7. Prinsip Peradilan Cepat dan Efisien, bahwa setiap orang berhak mendapatkan proses peradilan yang cepat, efisien, dan tanpa penundaan yang tidak perlu. Proses hukum yang lambat atau berlarut-larut dapat menyebabkan ketidakadilan bagi terdakwa maupun korban. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak atas peradilan yang adil dan tidak mengalami penundaan yang berlebihan dalam proses hukum.
8. Prinsip Non Bis In Idem, prinsip ini mengatur bahwa seseorang tidak dapat diadili atau dihukum dua kali atas perbuatan yang sama. Dengan kata lain, seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman lebih dari satu kali untuk tindak pidana yang sama, meskipun terdapat lebih dari satu jenis pelanggaran yang dilakukan.
9. Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum, prinsip ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus dilakukan secara adil, dengan memberikan hak yang sama kepada setiap individu, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan kepastian hukum.
10. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana ini memberikan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana bekerja secara adil dan efisien. Prinsip-prinsip ini melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum, baik pelaku maupun korban, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

[bookmark: _Toc210996852][bookmark: _Toc201057292]3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang atas tindak pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini penting dalam menganalisis apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Unsur-unsur tersebut antara lain:[footnoteRef:5] [5:  Ratna, D, Hukum Pidna Indoneisa, (Bandung : Refika Aditma, 2018), Hlm 150.] 

Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang haruslah melanggar hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut maupun norma sosial yang sudah disepakati bersama. Secara lebih rinci, dalam konteks hukum, "perbuatan melawan hukum" (PMH) merujuk pada segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada dan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Hal ini tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan formal, tetapi juga norma sosial yang telah diterima oleh masyarakat, yang bisa mencakup adat, kebiasaan, atau prinsip-prinsip moral tertentu yang berlaku di suatu tempat.
Kesalahan, seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja (dolus) atau kelalaian (culpa). Dalam hal ini, kesalahan adalah unsur penting yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya. Tanpa adanya kesalahan, meskipun seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, ia mungkin tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak dapat dibuktikan bahwa dia memiliki niat atau kelalaian dalam melakukan perbuatan tersebut.[footnoteRef:6] [6:  Muhammad S. Abdurrahman, "Kesalahan dalam Hukum Pidana: Kajian Teori dan Praktik," Jurnal Hukum dan Pembangunan 30 (20150, Hlm. 95 ] 

Kapasitas untuk Bertanggung Jawab, pelaku tindak pidana harus berada dalam keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Artinya, pelaku harus dalam kondisi yang sadar akan perbuatannya dan mampu memahami akibat hukum dari tindakannya. Jika pelaku berada dalam keadaan gangguan jiwa atau ketidakmampuan fisik atau mental lainnya, maka pertanggungjawaban pidana bisa dibatalkan. Secara umum, ini berarti bahwa pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan berada dalam kondisi yang memadai secara mental untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakan tersebut.[footnoteRef:7] [7:  Siti R. Dewi, "Kapasitas untuk Bertanggung Jawab dalam Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum 22 (2018): 200 ] 

Akibat Pidana, perbuatan yang dilakukan harus menimbulkan akibat tertentu yang sudah diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Ini bisa berupa kerugian material, moral, atau keselamatan orang lain. akibat pidana adalah elemen penting yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. 
Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus menimbulkan akibat tertentu yang sudah diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Akibat ini dapat berupa berbagai hal yang merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum.[footnoteRef:8] [8:  Ahmad F. Iskandar, "Akibat Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan," Jurnal Kriminologi 8 (2017), Hlm. 45 ] 

[bookmark: _Toc210996853][bookmark: _Toc201057293]4. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana
Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana merujuk pada berbagai cara atau kategori di mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti apakah pelaku melakukan kejahatan dengan niat, kelalaian, atau bahkan karena situasi tertentu yang mempengaruhi perilakunya. Pertanggungjawaban pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni :
1. Pertanggungjawaban Pidana Individu, Pertanggungjawaban ini diterapkan kepada individu yang melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya. Dalam hal ini, individu akan diadili dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.
2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, pertanggungjawaban pidana juga bisa diterapkan pada badan hukum atau korporasi yang melakukan tindak pidana. Ini berarti suatu badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan kejahatan, meskipun yang melakukan perbuatan tersebut adalah individu yang bertindak atas nama badan hukum tersebut.




[bookmark: _Toc201057294][bookmark: _Toc210996854]C. Perangkat Desa 
[bookmark: _Toc201057295][bookmark: _Toc210996855]1. Pengertian Perangkat Desa
Perangkat desa adalah sekelompok aparat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi desa. Mereka terdiri dari beberapa pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan tertentu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, perangkat desa didefinisikan sebagai aparatur yang bekerja di bawah Kepala Desa untuk membantu menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat ditingkat desa.
Perangkat desa memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan desa karena mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan desa dan pengelolaan administrasi. Tugas mereka meliputi pengelolaan data kependudukan, pengelolaan anggaran desa, serta pengelolaan administrasi surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelayanan publik di tingkat desa.
[bookmark: _Toc210996856][bookmark: _Toc201057296]2. Struktur Perangkat Desa 
Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, perangkat desa terdiri dari beberapa posisi yang memiliki peran berbeda dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa. Struktur perangkat desa biasanya meliputi:[footnoteRef:9]  [9:  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15.] 


1. Sekretaris Desa: bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam bidang administrasi umum.
2. Kepala Urusan (Kaur): mengelola urusan khusus seperti urusan keuangan, perencanaan, atau tata usaha, tergantung pada jenis urusan yang ada di desa. 
3. Kepala Dusun (Kadus): bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat dusun atau lingkungan yang lebih kecil. 
4. Staf Administrasi dan Teknis Lainnya: bertugas dalam mendukung kegiatan administratif dan teknis dalam pemerintahan desa.
Perangkat desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa, serta berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan desa yang dibiayai oleh pemerintah, termasuk dana desa. Secara garis besar, perangkat desa memiliki peran sentral dalam membantu Kepala Desa menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. 
A. Tugas dan Kewenangan Perangkat Desa
Perangkat desa memiliki tugas dan kewenangan yang spesifik. Beberapa kewenangan dan tanggung jawab perangkat desa antara lain: [footnoteRef:10] [10:  Mujani, S. Peran Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Nasional, (Jakarta : Rajawali Press), Hlm  93.] 

1. Penyelenggaraan Administrasi, perangkat desa bertugas untuk mengelola berbagai administrasi desa, seperti data kependudukan, perizinan, dan pendaftaran lainnya yang berhubungan dengan masyarakat desa.
2. Pembangunan Desa, perangkat desa berperan dalam melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan dan disetujui dalam musyawarah desa, termasuk perencanaan anggaran pembangunan desa dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan.
3. Pengelolaan Dana Desa, perangkat desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana desa, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari alokasi dana desa yang ada di setiap kabupaten/kota. Mereka bertanggung jawab untuk merencanakan, mengalokasikan, serta melaksanakan penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, perangkat desa bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat dengan cara menyediakan pelatihan atau program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.[footnoteRef:11] [11:  Wahyuni, D. Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Desa, (Yogyakarta : UGM Press, 2019), Hlm 150. ] 

[bookmark: _Toc201057297][bookmark: _Toc210996857]3. Tindak Pidana Penipuan Administrasi Desa
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Administrasi Desa
Tindak pidana penipuan administrasi desa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh aparat atau perangkat desa yang secara sengaja melakukan manipulasi atau pemalsuan dokumen administrasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Penipuan dalam konteks ini sering melibatkan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh perangkat desa dalam menjalankan tugas administrasinya. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi yang merugikan masyarakat desa secara langsung maupun tidak langsung.
Berdasarkan Pasal 378 KUHP, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, yang dapat mendatangkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Penipuan administrasi desa secara lebih spesifik merujuk pada pemalsuan dokumen atau data yang digunakan dalam proses administrasi desa, seperti data penduduk, laporan keuangan desa, penggunaan dana desa, atau dokumen lain yang berkaitan dengan tugas perangkat desa.
Tindak pidana penipuan administrasi desa seringkali berhubungan erat dengan kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di mana perangkat desa menggunakan posisi dan akses terhadap dokumen desa untuk melakukan penipuan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.



B. Ciri-ciri Tindak Pidana Penipuan Administrasi Desa
Beberapa ciri atau karakteristik tindak pidana penipuan administrasi desa antara lain:[footnoteRef:12] [12:  Doddy Adi S, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Atau Penggelapan Dengan Tipu Muslihat Berlandaskan Asas Keadilan”, Vol, 4, No. 2, 2023.] 

1. Pemalsuan Dokumen, dalam konteks administrasi desa merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti perangkat desa, untuk mengubah, memalsukan, atau membuat dokumen palsu dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan negara, masyarakat, atau individu lain. Dalam administrasi desa, pemalsuan dokumen sering kali terkait dengan pencatatan yang tidak sah mengenai data penduduk, penggunaan anggaran desa, atau penerbitan surat-surat yang seharusnya diterbitkan berdasarkan prosedur yang sah.
2. Penyalahgunaan Wewenang, dalam konteks pemerintahan desa merujuk pada tindakan perangkat desa yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan masyarakat atau negara. Sebagai aparatur pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengelola administrasi desa, perangkat desa memiliki akses terhadap berbagai data dan dokumen yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun, apabila wewenang ini digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti kepentingan pribadi atau golongan, maka dapat terjadi kerugian masyarakat.
3. Manipulasi Anggran Desa, merujuk pada tindakan di mana perangkat desa mengubah, memalsukan, atau menyalahgunakan laporan penggunaan dana desa atau anggaran desa untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu, yang berujung pada keuntungan yang tidak sah. Dana desa, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan desa, sering kali menjadi objek penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki wewenang untuk mengelola anggaran tersebut.
4. Penipuan terhadap Masyarakat Desa, dalam konteks administrasi desa merujuk pada tindakan di mana perangkat desa atau pihak yang berwenang melakukan manipulasi terhadap data atau dokumen dengan tujuan untuk mengajukan atau mengalihkan bantuan atau program yang seharusnya diterima oleh masyarakat desa untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Tindak pidana penipuan ini seringkali berkaitan dengan pengelolaan dana desa, bantuan sosial, atau program-program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau memerlukan.
[bookmark: _Toc210996858][bookmark: _Toc201057298]4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Administrasi Desa 
Tindak pidana penipuan administrasi desa dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya:[footnoteRef:13] [13:  Sudarsono, T. Tindak Pidana Administrasi dalam Perspektif Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), Hlm 45.] 

1. Pemalsuan Surat Keterangan dan Akta Desa, pemalsuan surat keterangan atau akta desa yang digunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti untuk memperoleh dana bantuan atau memperoleh keuntungan pribadi.
2. Manipulasi Data Keuangan Desa, manipulasi laporan keuangan desa, misalnya dengan mencatatkan pengeluaran yang tidak terjadi atau mengalihkan dana untuk kepentingan pribadi.
3. Penyalahgunaan Dana Desa, penggunaan dana desa untuk keperluan pribadi atau kelompok, yang seharusnya digunakan untuk pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa.
4. Manipulasi Dokumen Kependudukan, pemalsuan data kependudukan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk memperoleh bantuan atau program dari pemerintah yang tidak seharusnya diterima oleh pihak yang bersangkutan.
[bookmark: _Toc210996859][bookmark: _Toc201057299]5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Administrasi Desa
Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan administrasi desa melibatkan beberapa aspek hukum, yang mencakup kesalahan atau niat jahat dari pelaku, serta adanya kerugian atau potensi kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.[footnoteRef:14] Dalam konteks penipuan administrasi desa, perangkat desa yang terbukti melakukan tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yakni,  [14:  Darmadi, I. Hukum Administrasi Desa, (Yogyakarta : UGM Press, 2019), Hlm 112.] 

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau memberikan hutang, yang dapat mendatangkan kerugian, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan, yakni, Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana penipuan administrasi desa dapat dikenakan hukuman penjara atau denda, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

